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PUTUSAN
Nomor 1089/Pdt.G/2017/PA.Gsg

P Satly 0y

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
Buruh , tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai
Penggugat;

MELAW AN
Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

-Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

-Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal

02 Oktober 2017 vyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gunungsugih, nomor 1089/Pdt.G/2017/PA.Gsg, telah mengajukan Gugatan
untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2010, Penggugat dengan Tergugat
telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tertanggal 22
November 2010;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah bersama di Kampung Payung Makmur RT. 003 RW. 001 Kecamatan
Pubian Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 orang
anak bernama;
- Anak umur 6 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2015 yang lalu sudah
tidak harmonis sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan
oleh:
a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat dan anaknya disebabkan Tergugat bekerja lebih
mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat dan anaknya selama
menikah Tergugat memberikan nafkah seadanya dan yang

mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari — hari adalah Penggugat;
b. Tergugat ringan tangan dan bila marah sering berkata kasar yang

tak pantas didengar;
c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan

Penggugat bahkan wanita selingkuhannya tersebut sudah hamil 3

bulan;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan Agustus tahun 2016 yang menyebabkan antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang
tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1
tahun 2 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

maupun batin;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Terguggat tidak
pernah kembali lagi, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah
berupaya mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun

usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Terguggat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk
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suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana
maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus

karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat
untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Terguggat atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinana, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai

ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang
Nomor. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal
22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gunung
Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat

dan Terguggat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Terguggat
untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya
sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yusup Saputra bin Jaenal
Komarudin) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
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Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa
hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun
tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tersebut yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak
pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat yang
aslinya diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lampung Tengah tanggal 10 September 2014. bermeterai cukup dan
dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata
sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Penggugat yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan
Pubian Nomor : - Tanggal 22 Nopember 2010 bermeterai cukup dan
dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata
sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
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Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terebut di atas,
Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan
sebagai berikut:

Saksi pertama :

, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat
kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan

sebagai berikut;

J Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi
adalah ayah kandung Penggugat;
o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
,menikah pada tanggal 17 Nopember 2010 dan sudah dikaruniai satu
orang anak;
o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah bersama;
o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah
yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga mempunyai
hubungan dengan wanita lain bernama Desi, bahkan sekarang Tergugat
sudah menikah dengan perempuan tersebut;

o Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

o Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat
kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
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o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi
adalah tetangga Penggugat;
o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
,menikah pada tanggal 17 Nopember 2010 dan sudah dikaruniai satu
orang anak;
o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah bersama;
o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah
yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga mempunyai
hubungan dengan wanita lain bernama Desi, bahkan sekarang Tergugat
sudah menikah dengan perempuan tersebut;

. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

o Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat
menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak
akan mengajukan lagi sesauatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan
kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada
pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon
putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan
ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-
ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan
dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya
mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai
isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka
Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat, oleh karenanya untuk
memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan
tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat,
yaitu bukti P.1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nhama Penggugat
yang menunjukkan identitas Penggugat, bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan
Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang menujukkan
hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta
bermeterai cukup dan telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1
dan bukti P.2 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta
otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledeg en bindende
bewijs kracht) karena tidak ada bukti lain (tegen bewijs) yang dapat
melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi
syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil
Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat
sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan
Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih
berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta harus pula
dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan
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gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan

kepentingan hukum (persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan
pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang
Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.
pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan
mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga
mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan
upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar
rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam
persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa
Gugatan Penggugat tidak melawan dan beralasan hukum sehingga dengan
memperhatikan petunjuk Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan
diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat dianggap telah
mengakui dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya
Tergugat, tetapi karena perkara aquo merupakan perkara perceraian (perdata
khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud
Pedoman Khusus Buku Il 2010, halaman 154, yaitu:

i). “Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus
verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai
kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat”,

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalii Gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti
tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana
terurai diatas, dan terhadap bukti P.2 yang menjelaskan bahwa Penggugat
dengan Tergugat adalah suami isteri, dibuat oleh pejabat yang berwenang
untuk itu, serta tidak ada yang mengajukan bukti sangkalan (tegen bewijs),
serta dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a)
Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran
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Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa bukti P.2 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat
formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh
karenanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang
sah;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tersebut didasarkan
adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali
perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja,
maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun
2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jis pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun
1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-
saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan 2 orang saksi
dan terhadap bukti saksi tersebut, saksi pertama sebagai ayah kandung
Penggugat, dan terhadap saksi kedua adalah tetangga Penggugat, keduanya
sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan
sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa
kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat
formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya
menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara
kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan di dengar langsung
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri namun Penggugat
dan Tergugat sering terjadi berselisih faham dan bertengkar bahkan kedua
saksi menyaksikan langsung perselisihan tersebut yang disebabkan harmonis,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak
dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat
juga mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Desi, bahkan sekarang

Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
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Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim
menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan
serta menguatkan Gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat
bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini,
Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

1.---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah
menikah pada tanggal 17 Nopember 2010 dan sudah dikaruniai satu orang
anak;

1.---Bahwa sejak sekitar tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan oleh harmonis,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak
dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat
juga mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Desi, bahkan
sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;

PACEEEEEEEE Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
Agustus 2016;

3.---Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya
dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;

4.Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan
Penggugat dengan Tergugat telah berusaha secara maksimal memberikan
nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Penggugat namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat
(mitsaqan ghalidhan) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah
Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan Gugatan Penggugat yang
menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat
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dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan
perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut,
rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara
pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling
melindungi maka dengan ditemukannya fakta sering terjadi perselisihnan dan
pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberikan nafkah
yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga mempunyai hubungan
dengan wanita lain bernama Desi, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah
dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahnya
tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau
kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat
menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian,
menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah
pecabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(broken mariage) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi
dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan,
tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi
mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan

ibarat dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz Il halaman 405 yang berbunyi:

a §2 Y ol b 569 i b9 praluall p S5 po oS b Gl e 5 g s

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim
menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa
rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21
dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam ;
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Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian
adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak
mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan
kaidah figh dalam kitab Al-Asybah wan nadhair halaman 63 yang artinya
berbunyi “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi
penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah
dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam
perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2)
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun
1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta
dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat pada petitum poin
(b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama
Gunungsugih dapat menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan
undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009
tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar
Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan
Penggugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan  dalil-dalii  hukum Syara’ dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili
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1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Penggugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian
Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Senin
tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439
Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Gunungsugih yang terdiri dari H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag, M. Sy. sebagai
Hakim Ketua Majelis, serta AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. dan SOBARI, S.HI.
sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota ZULHAIDA, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag, M. Sy.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 1089/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. SOBARI, S.HI.

Panitera Pengganti

ZULHAIDA, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.600.000,00
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,00
5. Materai :Rp. 6.000.00

Jumlah Rp. 691.000,00
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